SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 132
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor
165/P/2022 tentang Besaran Alokasi dan Penerima
Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran
2022 serta pergeseran antar rincian obyek belanja dalam
obyek belanja berkenaan yang mempengaruhi dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022, perlu mengubah Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Deerah Kabupaten Kebumen Nomor
170);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 132 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 132 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 132) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 132 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 30) diubah sebagai
berikut:

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp2.746.641.951.000,00 (dua triliun tujuh
ratus empat puluh enam miliar enam ratus empat puluh satu juta sembilan
ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli Daerah;
b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp137.088.538.000,00 (seratus tiga puluh
tujuh miliar delapn puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan
rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan hibah;

b. Dana darurat; dan

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp8.126.538.000,00 (delapan miliar seratus dua
puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp128.962.000.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan

ratus enam puluh dua juta rupiah).



Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 direncanakan Rp2.844.334.906.000,00 (dua triliun delapan ratus empat

puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam ribu

rupiah), yang terdiri atas:

a.
b.

C.

Belanja operasi;
Belanja modal;
Belanja tidak terduga; dan

Belanja transfer

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 14
Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a
direncanakan sebesar Rp1.996.495.715.443,00 (satu triliun sembilan ratus
sembilan puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh
ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri
atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rpl1.269.734.367.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh
sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh
tujuh ribu rupiah).
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp655.188.678.443,00 (enam ratus lima puluh lima
miliar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan
ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp0.00 (nol rupiah).
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan

sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



(6)

(7)

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp59.686.771.000,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus
delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp11.385.899.000,00 (sebelas miliar tiga ratus
delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu

rupiah).

5. Ketentuan ayat (8) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Pasal 15
Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif

lainnya ASN;
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH,;
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
g. Belanja Pegawai BOS;
h. Belanja Pegawai BLUD;

Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp841.122.680.000,00 (delapan ratus empat puluh
satu miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu
rupiah).

Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 113.484.000.000,00 (seratus tiga belas
miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp254.371.654.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh
puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp31.399.206.000,00 (tiga puluh satu miliar
tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu rupiah).
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp536.788.000,00 (lima ratus tiga puluh

enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).



(7)

(8)

9)

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua
puluh ribu rupiah).

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp26.809.750.000,00 (dua puluh enam miliar
delapan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rpl1.017.169.000,00 (satu miliar tujuh belas juta

seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 16
Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Belanja Gaji pokok ASN;

o

. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
Belanja Tunjangan Jabatan ASN;

o o

. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;

Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;

Belanja Tunjangan Beras ASN;

. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan/Tunjangan Khusus ASN;
. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
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Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;

j- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan

k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.

Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp617.882.496.900,00 (enam ratus tujuh belas miliar
delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam
ribu sembilan ratus rupiah).

Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp62.721.089.000,00 (enam puluh dua miliar tujuh
ratus dua puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp7.306.491.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam

juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp39.242.806.400,00 (tiga puluh sembilan
miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam ribu empat ratus
rupiah).

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.087.425.000,00 (empat belas miliar
delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp38.666.693.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam
ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

(8) Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.881.458.000,00
(delapan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima
puluh delapan ribu rupiah).

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp53.390.500,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus
sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i direncanakan sebesar Rp43.145.618.000,00 (empat puluh tiga miliar
seratus empat puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.715.613.000,00 (satu miliar tujuh
ratus lima belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).

(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k direncanakan sebesar Rp4.936.168.200,00 (empat miliar sembilan
ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus
rupiah).

7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24
(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. Belanja Barang;
b. Belanja Jasa;
c. Belanja Pemeliharaan;
d. Belanja Perjalanan Dinas;
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat;
f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp110.149.928.000,00 (seratus sepuluh miliar seratus empat puluh
sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp155.243.536.000,00 (seratus lima puluh lima miliar dua ratus
empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp28.437.910.000,00 (dua puluh delapan miliar
empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp50.650.773.000,00 (lima puluh miliar enam ratus
lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp 5.143.225.000,00 (lima miliar seratus empat puluh tiga juta dua
ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp76.879.074.443,00 (tujuh puluh enam miliar
delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh empat rupiah).

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp228.684.232.000,00 (dua ratus dua puluh delapan
miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu

rupiah).

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 25
Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
huruf a terdiri dari :
a. Belanja Barang Pakai Habis;
b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp109.765.458.000,00 (seratus sembilan miliar tujuh
ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp 384.470.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat

juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).



9.

Ketentuan ayat (2),ayat (3),ayat (5) dan ayat (7) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal

26 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

Pasal 26
Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri
dari :
a. Belanja Jasa Kantor;
b. Belanja luran Jaminan/Asuransi;
c. Belanja Sewa Tanabh;
d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;

. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
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. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;

[

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment);

j.- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;

k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan
dan Pelatihan; dan

l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak
Daerah.

Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp107.744.244.000,00 (seratus tujuh miliar tujuh

ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) .

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b direncanakan sebesar Rp27.803.982.000,00 (dua puluh tujuh miliar

sembilan ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh

ribu rupiah).

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp 3.269.464.000,00 (tiga miliar dua ratus

enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp 1.684.899.000,00 (satu miliar enam ratus

delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu

rupiah).

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

f direncanakan sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta

rupiah).



(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar Rp3.420.213.000,00 (tiga miliar empat ratus
dua puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.633.369.000,00 (tiga miliar enam
ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga
ratus enam puluh juta rupiah).

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf j direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan
dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan
sebesar Rp4.670.409.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh juta
empat ratus sembilan ribu rupiah).

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf | direncanakan sebesar
Rp2.385.576.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta lima

ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 27

Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf
c terdiri dari :

a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;

b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan,;

c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan

d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.329.806.000,00 (tiga miliar tiga
ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah).
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.501.402.000,00 (lima miliar lima
ratus satu juta empat ratus dua ribu rupiah).
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.605.410.000,00 (sembilan

belas miliar enam ratus lima juta tempat ratus sepuluh ribu rupiah).
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11.

()

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rpl1.292.000 (satu juta dua ratus

sembilan puluh dua ribu rupiah).

Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Pasal 35
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b
direncanakan sebesar Rp214.828.268.557,00 (dua ratus empat belas miliar
delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu
lima ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari :
a. Belanja Modal Tanabh;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
f. Belanja Modal Aset Lainnya.
Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp5.318.881.000,00 (lima miliar tiga ratus delapan
belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp57.398.373.800,00 (lima puluh tujuh
miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga
ribu delapan ratus rupiah).
Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp31.778.934.000,00 (tiga puluh satu miliar
tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu
rupiah).
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 115.138.480.000,00 (seratus lima
belas miliar seratus tiga pulu delapan juta empat ratus delapan puluh ribu
rupiah).
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp 4.337.205.757,00 (empat miliar tiga ratus
tiga puluh tujuh juta dua ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh

rupiah).
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(7)

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp856.394.000,00 (delapan ratus lima puluh enam

juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

12. Ketentuan ayat (7), ayat (10) dan ayat (13) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Pasal 37
Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Belanja Modal Alat Besar;
Belanja Modal Alat Angkutan;
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

=

o o

Belanja Modal Alat Pertanian;
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;

5o o

Belanja Modal Alat Laboratorium;

e

Belanja Modal Komputer;

j- Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;

k. Belanja Modal Rambu-Rambu;

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan

m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp427.985.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta
sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp6.187.735.000,00 (enam miliar seratus delapan
puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 331.501.000,00 (tiga ratus tiga
puluh satu juta lima ratus satu ribu rupiah).

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp150.205.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus
lima ribu rupiah).

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rpl.785.545.000,00 (satu miliar
tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu

rupiah).
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13.

(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp271.613.000,00
(dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.239.385.000,00 (sembilan miliar
dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu
rupiah).

(9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h direncanakan sebesar Rp520.996.000,00 (lima ratus dua puluh
juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
direncanakan sebesar Rp 5.581.221.000,00 (lima miliar lima ratus delapan
puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

(11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf j direncanakan sebesar Rp184.140.000,00 (seratus delapan puluh
empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).

(12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
direncanakan sebesar Rp746.944.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam
juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

(13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp21.232.089.800,00 (dua puluh satu
miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu delapan
ratus rupiah).

(14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp10.739.014.000,00 (sepuluh

miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan empat belas ribu rupiah).

Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39
(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (1) huruf d terdiri dari :
a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
b. Belanja Modal Bangunan Air;
c. Belanja Modal Instalasi; dan

d. Belanja Modal Jaringan.
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14.

(2)

(3)

(4)

(9)

Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp115.138.480.000,00 (seratus lima belas
miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu
rupiah).

Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 17.071.868.000,00 (tujuh belas miliar tujuh
puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 728.296.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan
juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rpl1.561.091.000,00 (satu miliar lima ratus enam

puluh satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ketentuan ayat (5) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Pasal 40
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) huruf e terdiri dari :
a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp 91.320.000,00 (sembilan puluh satu juta
tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
Belanja  Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh
dua juta lima ratus ribu rupiah).
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.041.085.757,00 (empat miliar empat
puluh satu juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh
rupiah).
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
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15. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:
Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;
Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juni 2022
BUPATI KEBUMEN,
ttd.

ARIF SUGIYANTO
Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUP ATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

ttd.
IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev

Pembina
NIP 198004172006042015
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Lampiran | . Peraturan Bupati Kebumen
Nomor  : 42 Tahun 2022
Tanaaal : 30 Juni 2022
KABUPATEN KEBUMEN
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 407.718.602.000 407.718.602.000 0 0%
4.1.01 Pajak Daerah 111.305.200.000 111.305.200.000 0 0%
4.1.01.06 Pajak Hotel 1.750.000.000 1.750.000.000 0 0%
4.1.01.06.01 Pajak Hotel 1.700.000.000 1.700.000.000 0 0%
4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 1.700.000.000 1.700.000.000 0 0%
4.1.01.06.07 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya 50.000.000 50.000.000 0 0%
4.1.01.06.07.0001 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya 50.000.000 50.000.000 0 0%
4.1.01.07 Pajak Restoran 7.050.000.000 7.050.000.000 0 0%
4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 850.000.000 850.000.000 0 0%
4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 850.000.000 850.000.000 0 0%
4.1.01.07.07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 6.200.000.000 6.200.000.000 0 0%
4.1.01.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 6.200.000.000 6.200.000.000 0 0%
4.1.01.08 Pajak Hiburan 350.000.000 350.000.000 0 0%
4.1.01.08.05 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 175.000.000 175.000.000 0 0%
4.1.01.08.05.0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 175.000.000 175.000.000 0 0%
4.1.01.08.08 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 150.000.000 150.000.000 0 0%
4.1.01.08.08.0001 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 150.000.000 150.000.000 0 0%
4.1.01.08.09 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 20.000.000 20.000.000 0 0%
4.1.01.08.09.0001 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 20.000.000 20.000.000 0 0%
4.1.01.08.10 Pajak Pertandingan Olahraga 5.000.000 5.000.000 0 0%
4.1.01.08.10.0001 Pajak Pertandingan Olahraga 5.000.000 5.000.000 0 0%
4.1.01.09 Pajak Reklame 1.600.000.000 1.600.000.000 0 0%
4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.125.000.000 1.125.000.000 0 0%
4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.125.000.000 1.125.000.000 0 0%
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4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 475.000.000 475.000.000 0 0%
4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 475.000.000 475.000.000 0 0%
4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 32.500.000.000 32.500.000.000 0 0%
4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 32.500.000.000 32.500.000.000 0 0%
4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 32.500.000.000 32.500.000.000 0 0%
4.1.01.11 Pajak Parkir 400.000.000 400.000.000 0 0%
4.1.01.11.01 Pajak Parkir 400.000.000 400.000.000 0 0%
4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 400.000.000 400.000.000 0 0%
4.1.01.12 Pajak Air Tanah 350.000.000 350.000.000 0 0%
4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 350.000.000 350.000.000 0 0%
4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 350.000.000 350.000.000 0 0%
4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 5.000.000 5.000.000 0 0%
4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 5.000.000 5.000.000 0 0%
4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 5.000.000 5.000.000 0 0 %
4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.100.000.000 1.100.000.000 0 0%
4.1.01.14.02 Pajak Batu Tulis 0 0 0 0%
4.1.01.14.02.0001 Pajak Batu Tulis 0 0 0 0%
4.1.01.14.04 Pajak Batu Kapur 0 0 0 0%
4.1.01.14.04.0001 Pajak Batu Kapur 0 0 0 0%
4.1.01.14.12 Pajak Granit/Andesit 1.059.000.000 1.059.000.000 0 0%
4.1.01.14.12.0001 Pajak Granit/Andesit 1.059.000.000 1.059.000.000 0 0%
4.1.01.14.23 Pajak Pasir dan Kerikil 0 0 0 0%
4.1.01.14.23.0001 Pajak Pasir dan Kerikil 0 0 0 0%
4.1.01.14.30 Pajak Tanah Liat 0 0 0 0%
4.1.01.14.30.0001 Pajak Tanah Liat 0 0 0 0%
4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 41.000.000 41.000.000 0 0%
4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 41.000.000 41.000.000 0 0%
4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 52.000.000.000 52.000.000.000 0 0%
4.1.01.15.01 PBBP2 52.000.000.000 52.000.000.000 0 0%
4.1.01.15.01.0001 PBBP2 52.000.000.000 52.000.000.000 0 0%
4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 14.200.200.000 14.200.200.000 0 0%
4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 14.200.200.000 14.200.200.000 0 0%
4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 14.200.200.000 14.200.200.000 0 0%
4.1.02 Retribusi Daerah 32.565.013.000 32.565.013.000 0 0%
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 12.838.845.000 12.838.845.000 0 0%




4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 320.000.000 320.000.000 0 0%
4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 320.000.000 320.000.000 0 0%
4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.270.702.000 1.270.702.000 0 0%
4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.270.702.000 1.270.702.000 0 0%
4.1.02.01.03 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 25.000.000 25.000.000 0 0%
4.1.02.01.03.0001 Ez;c;is:ks;Zijgzggszjanr?’L\l/lbat;r:tn/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta 25.000.000 25.000.000 0 0%
4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.654.000.000 1.654.000.000 0 0%
4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.654.000.000 1.654.000.000 0 0%
4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 7.167.104.000 7.167.104.000 0 0%
4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 7.167.104.000 7.167.104.000 0 0%
4.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 956.443.000 956.443.000 0 0%
4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 956.443.000 956.443.000 0 0%
4.1.02.01.11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 70.000.000 70.000.000 0 0%
4.1.02.01.11.0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya 70.000.000 70.000.000 0 0%
4.1.02.01.12 Retribusi Pelayanan Pendidikan 82.500.000 82.500.000 0 0%
4.1.02.01.12.0003 Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis 82.500.000 82.500.000 0 0%
4.1.02.01.13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 1.293.096.000 1.293.096.000 0 0%
4.1.02.01.13.0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 1.293.096.000 1.293.096.000 0 0%
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 17.136.752.000 17.136.752.000 0 0%
4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 3.151.384.000 3.151.384.000 0 0%
4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 780.000.000 780.000.000 0 0%
4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 195.656.000 195.656.000 0 0%
4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 208.420.000 208.420.000 0 0%
4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 220.000.000 220.000.000 0 0%
4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 269.375.000 269.375.000 0 0%
4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 1.477.933.000 1.477.933.000 0 0%
4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 15.000.000 15.000.000 0 0%
4.1.02.02.02.0001 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan 15.000.000 15.000.000 0 0%
4.1.02.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan 1.900.000.000 1.900.000.000 0 0%
4.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 1.900.000.000 1.900.000.000 0 0%
4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 143.300.000 143.300.000 0 0%
4.1.02.02.04.0001 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum 143.300.000 143.300.000 0 0%
4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 4.368.998.000 4.368.998.000 0 0%
4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 4.368.998.000 4.368.998.000 0 0%




4.1.02.02.06 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 66.543.000 66.543.000 0 0%
4.1.02.02.06.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 66.543.000 66.543.000 0 0%
4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 15.000.000 15.000.000 0 0%
4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 15.000.000 15.000.000 0 0%
4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 7.476.527.000 7.476.527.000 0 0%
4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 7.476.527.000 7.476.527.000 0 0%
4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 2.589.416.000 2.589.416.000 0 0%
4.1.02.03.01 Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan 2.533.229.000 2.533.229.000 0 0%
4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 2.533.229.000 2.533.229.000 0 0%
4.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 56.187.000 56.187.000 0 0%
4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 56.187.000 56.187.000 0 0%
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16.500.000.000 16.500.000.000 0 0%
4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 16.500.000.000 16.500.000.000 0 0%
41.03.02.01 ?Laegnza;a;aab;eﬁaar;%;)ri;)agikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 14.523 545,000 14523 545.000 0 0%
4.1.03.02.01.0001 ?Laegniqagla;b;e)l/]aa?%g;)agikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 14.523.545.000 14.523.545.000 0 0%
41.03.02.02 5;?:(2 I[Jast;e;];/)ang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 171.246.000 171.246.000 0 0%
41.03.02.02.0001 ?Aar?ig basl:;e;];/;ng Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 171.246.000 171.246.000 0 0%
41.03.02.03 fégf:gL::‘al\ziannugm?ibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 1.805.209.000 1.805.209.000 0 0%
41.03.02.03.0001 E/:glgnlag;:gi}/gaagi?gg:sg ;TfsﬂizuP;Terintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan 1.805.209.000 1.805.209.000 0 0%
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 247.348.389.000 247.348.389.000 0 0%
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 915.000.000 915.000.000 0 0%
4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 675.000.000 675.000.000 0 0%
4.1.04.01.02.0002 Hasil Penjualan Alat Angkutan 75.000.000 75.000.000 0 0%
4.1.04.01.02.0013 Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 600.000.000 600.000.000 0 0%
4.1.04.01.03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 110.000.000 110.000.000 0 0%
4.1.04.01.03.0001 Hasil Penjualan Bangunan Gedung 110.000.000 110.000.000 0 0%
4.1.04.01.05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya 130.000.000 130.000.000 0 0%
4.1.04.01.05.0004 Hasil Penjualan Biota Perairan 130.000.000 130.000.000 0 0%
4.1.04.04 Hasil Kerja Sama Daerah 106.875.000 106.875.000 0 0%
4.1.04.04.01 Hasil Kerja Sama Daerah 106.875.000 106.875.000 0 0%




4.1.04.04.01.0001 Hasil Kerja Sama Daerah 106.875.000 106.875.000 0 0%
4.1.04.05 Jasa Giro 4.247.500.000 4.247.500.000 0 0%
4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 4.247.500.000 4.247.500.000 0 0%
4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 4.247.500.000 4.247.500.000 0 0%
4.1.04.06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 37.500.000 37.500.000 0 0%
4.1.04.06.01 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 37.500.000 37.500.000 0 0%
4.1.04.06.01.0001 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 37.500.000 37.500.000 0 0%
4.1.04.07 Pendapatan Bunga 15.650.000.000 15.650.000.000 0 0%
4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 15.650.000.000 15.650.000.000 0 0%
4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 15.650.000.000 15.650.000.000 0 0%
4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 250.000.000 250.000.000 0 0%
4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 250.000.000 250.000.000 0 0%
4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 250.000.000 250.000.000 0 0%
4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 213.000.000 213.000.000 0 0%
4.1.04.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 210.000.000 210.000.000 0 0%
4.1.04.13.02.0001 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 210.000.000 210.000.000 0 0%
4.1.04.13.03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu 3.000.000 3.000.000 0 0%
4.1.04.13.03.0003 Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 3.000.000 3.000.000 0 0%
4.1.04.14 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 18.500.000 18.500.000 0 0%
4.1.04.14.01 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 18.500.000 18.500.000 0 0%
4.1.04.14.01.0001 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 18.500.000 18.500.000 0 0%
4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 245.000.000 245.000.000 0 0%
4.1.04.15.01 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 170.000.000 170.000.000 0 0%
4.1.04.15.01.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 170.000.000 170.000.000 0 0%
4.1.04.15.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 75.000.000 75.000.000 0 0%
4.1.04.15.03.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 75.000.000 75.000.000 0 0%
4.1.04.16 Pendapatan BLUD 223.965.014.000 223.965.014.000 0 0%
4.1.04.16.01 Pendapatan BLUD 223.965.014.000 223.965.014.000 0 0%
4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD 223.965.014.000 223.965.014.000 0 0%
4.1.04.20 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 1.200.000.000 1.200.000.000 0 0%
4.1.04.20.01 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 1.200.000.000 1.200.000.000 0 0%
4.1.04.20.01.0001 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 1.200.000.000 1.200.000.000 0 0%
4.1.04.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 500.000.000 500.000.000 0 0%
4.1.04.21.01 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 500.000.000 500.000.000 0 0%
4.1.04.21.01.0001 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 500.000.000 500.000.000 0 0%




4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.200.121.677.000 2.201.834.811.000 1.713.134.000 0%
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.023.129.591.000 2.024.842.725.000 1.713.134.000 0%
4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.606.373.218.000 1.608.086.352.000 1.713.134.000 0%
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 31.495.359.000 33.208.493.000 1.713.134.000 5%
4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 6.982.070.000 6.982.070.000 0 0%
4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 13.710.327.000 13.710.327.000 0 0%
4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 8.190.396.000 9.903.530.000 1.713.134.000f 21%
4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 214.249.000 214.249.000 0 0%
4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 54.362.000 54.362.000 0 0%
4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 1.000.000 1.000.000 0 0%
4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 424.129.000 424.129.000 0 0%
4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.918.826.000 1.918.826.000 0 0%
4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 1.179.288.910.000 1.179.288.910.000 0 0%
4.2.01.01.02.0001 DAU 1.179.288.910.000 1.179.288.910.000 0 0%
4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 76.474.859.000 76.474.859.000 0 0%
4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 321.857.000 321.857.000 0 0%
4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 7.348.316.000 7.348.316.000 0 0%
4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 7.460.942.000 7.460.942.000 0 0%
4.2.01.01.03.0011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah 0 0 0 0%
4.2.01.01.03.0013 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar 0 0 0 0%
4.2.01.01.03.0014 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan 0 0 0 0%
4.2.01.01.03.0015 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian 5.891.249.000 5.891.249.000 0 0%
4.2.01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB 6.995.600.000 6.995.600.000 0 0%
4.2.01.01.03.0017 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting 139.689.000 139.689.000 0 0%
42.01.01.03.0018 SD:nITtZiSsiil;;)liiacfaBnegzblies?Se::;;aorI:EalfB—Penugasan—Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan 7114.222.000 7114.222.000 0 0%
4.2.01.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB 1.552.686.000 1.552.686.000 0 0%
4.2.01.01.03.0027 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya 546.000.000 546.000.000 0 0%
42.01.01.03.0030 SD;IirZisll(’;/?idang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi 0 0 0 0%
42.01.01.03.0031 Eﬁr:bF;;i;LB;jinliizr:;r:an—Penugasan—Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar 12.378.531.000 12.378.531.000 0 0%
4.2.01.01.03.0032 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan 0 0 0 0%
4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 14.250.000.000 14.250.000.000 0 0%
4.2.01.01.03.0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 5.909.857.000 5.909.857.000 0 0%




4.2.01.01.03.0039 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 0 0 0 0%
4.2.01.01.03.0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 3.811.795.000 3.811.795.000 0 0%
4.2.01.01.03.0042 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 0 0 0 0%
4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 2.416.119.000 2.416.119.000 0 0%
4.2.01.01.03.0052 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan 337.996.000 337.996.000 0 0%
4.2.01.01.03.0055 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana 0 0 0 0%
4.2.01.01.03.0056 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan 0 0 0 0%
4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 319.114.090.000 319.114.090.000 0 0%
4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 236.692.456.000 236.692.456.000 0 0%
4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 6.492.000.000 6.492.000.000 0 0%
4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 20.979.000.000 20.979.000.000 0 0%
4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 1.504.900.000 1.504.900.000 0 0%
4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 37.419.861.000 37.419.861.000 0 0%
4.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 445.836.000 445.836.000 0 0%
4.2.01.01.04.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 0 0 0 0%
4.2.01.01.04.0014 DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan 475.290.000 475.290.000 0 0%
4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 13.593.931.000 13.593.931.000 0 0%
4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 404.200.000 404.200.000 0 0%
4.2.01.01.04.0017 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 0 0 0 0%
4.2.01.01.04.0019 DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS 0 0 0 0%
4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 360.216.000 360.216.000 0 0%
4.2.01.01.04.0022 DAK NonfFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 451.800.000 451.800.000 0 0%
4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 294.600.000 294.600.000 0 0%
4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 0 0 0 0%
4.2.01.02.01 DID 0 0 0 0%
4.2.01.02.01.0001 DID 0 0 0 0%
4.2.01.05 Dana Desa 416.756.373.000 416.756.373.000 0 0%
4.2.01.05.01 Dana Desa 416.756.373.000 416.756.373.000 0 0%
4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 416.756.373.000 416.756.373.000 0 0%
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 176.992.086.000 176.992.086.000 0 0%
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 145.819.086.000 145.819.086.000 0 0%
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 145.819.086.000 145.819.086.000 0 0%
4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 61.265.969.000 61.265.969.000 0 0%
4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 30.495.157.000 30.495.157.000 0 0%
4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 298.458.000 298.458.000 0 0%




4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 53.759.502.000 53.759.502.000 0 0%
4.2.02.02 Bantuan Keuangan 31.173.000.000 31.173.000.000 0 0%
4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 31.173.000.000 31.173.000.000 0 0%
4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 31.173.000.000 31.173.000.000 0 0%
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 138.192.638.000 137.088.538.000 (1.104.100.000) 1%
43.01 Pendapatan Hibah 8.126.538.000 8.126.538.000 0 0%
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 8.126.538.000 8.126.538.000 0 0%
4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 8.126.538.000 8.126.538.000 0 0%
4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 8.126.538.000 8.126.538.000 0 0%
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 130.066.100.000 128.962.000.000 (1.104.100.000) 1%
4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan 130.066.100.000 128.962.000.000 (1.104.100.000) 1%
4.3.03.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS 130.066.100.000 128.962.000.000 (1.104.100.000) 1%
4.3.03.01.01.0001 Pendapatan Hibah Dana BOS 130.066.100.000 128.962.000.000 (1.104.100.000) 1%
Jumlah Pendapatan 2.746.032.917.000 2.746.641.951.000 609.034.000 0%
5 B